
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 

PERATURAN MENTERI PARIWISATA 

REPUBLIK INDONESIA 

     NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  

TENTANG PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa beberapa Peraturan Menteri Kebudayaan dan 

Pariwisata tentang kriteria dan penetapan destinasi 

pariwisata unggulan perlu dilakukan pencabutan karena 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pariwisata tentang Pencabutan Peraturan 

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Penetapan 

Destinasi Pariwisata Unggulan; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 

Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 NomoR 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5262); 

4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); 

5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 545); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  

TENTANG PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN. 

 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Menteri ini, 3 (tiga) Peraturan Menteri 

Kebudayaan dan Pariwisata tentang Penetapan Destinasi 

Pariwisata Unggulan, sebagai berikut:  

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

PM.37/UM.001/MKP/07 tentang Kriteria Dan Penetapan 

Destinasi Pariwisata Unggulan; 

2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

PM.03/UM.001/MKP/2008 tentang Penetapan Destinasi 

Pariwisata Unggulan Tahun 2008; 

3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

PM.33/UM.001/MKP/2009 tentang Penetapan Destinasi 

Pariwisata Unggulan Tahun 2009. 

Dicabut dan dinayatakan tidak berlaku.  
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Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  22 Juni 2016 

 

MENTERI PARIWISATA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                            ttd.     

 

ARIEF YAHYA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal   27 Juni 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 943 
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